
BUPATI TUBAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 31 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2020 

TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA KHUSUS PENANGANAN CORONA 

VIRUS DISEASE (COVID-19) PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPA TI TUBAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergeseran dan refocusing 

anggaran, maka Standar Satuan Biaya Khusus 
Penanganan Corona Virus Di.sease (Covid-19) Pemerintah 
Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 108 Tahun 
2020, perlu dilakukan perubahan; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 
Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Khusus 
Penanganan Corona Virus Di.sease (Covid-19) Pemerintah 
Kabupaten Tu ban Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota 
Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tam.bahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063}; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 344 7}; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523}; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 34); 
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16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ 
Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular 
Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Dan Upaya 
Penanggulangannya; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 2083); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang 
Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403); 

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01.07 /Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi 
Novel Coronavirus (Infeksi 2019-n-Cov) Sebagai 
Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 
Penanggulangannya; 

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01.07 /Menkes/2539/2020 tentang Pemberian 
Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga 
Kesehatan Yang Menangani Corona Virus msease 2019 

(Comd-19); 
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25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 108 Tahun 2020 tentang 

Standar Satuan Biaya Khusus Penanganan Corona Virus 

Disease (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2020 Seri E Nomor 78). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 
2020 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA KHUSUS 
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) 

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Tuban 
Nomor 108 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya 
Khusus Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) 

Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 78), 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan pada kolom nomor, kode barang, nama barang, 
merk/ spesifikasi/ukuran, satuan, dan harga satuan, 
setelah nomor urut 22 ditambahkan 3 (tiga) nomor urut 
dan kode barang 9.l.2.24.03.01.001.00259 ditambahkan 3 
(tiga) kode barang sehingga berbunyi sebagai berikut: 

KODE 
NAMA MERK/ HARGA 

NO BARANG 
BARANG 

SPESIFIKASI SATUAN SATUAN 
/UKURAN 

1 2 3 4 5 6 
23. 9.1.2.24. Honorarium Tim Tracer Orang/ 325,000 

03.01.00 Tim Tracer merupakan Bulan 
1.00266 Kasus tenaga 

Covid-19 pelaksana 
pelacakan 
kontakyang 
melibatkan 
unsur 
masyarakat 
seperti: 
Kader, 
Babinsa, 
Bhabinkamtib-
mas, PKK, 
Satlinmas, 
Karangtaruna 
dan Relawan 
yangsudah 
mendapatkan 
pelatihan. 
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KODE 
NAMA 

MERK/ HARGA 
NO BARANG 

HARANG 
SPESIFIKASI SATUAN 

SATUAN 
/UKURAN 

1 2 3 4 5 6 

24. 9.1.2.24.0 Insentif Tim Tim Tracer Orang/ 15,000 

3.01.001. Tracer merupakan KontakErat 

00267 Kasus tenaga 

Covid-20 pelaksana 

pelacakan 

kontakyang 

melibatkan 
unsur 

masyarakat 

seperti: 

Kader, Babinsa, 

Bhabinkamtib-

mas, PKK, 

Satlinmas, 

Karangtaruna 

danRelawan 

yangsudah 

mendapatkan 

pelatihan. 

25. 9.1.2.24.0 Honorarium Petugas Orang/ 1,000,000 

3.01.001. Petugas Puskesmas Bulan 

00268 Surveilans 

/ Pengolah 
DataCovid-

19 

2. Ketentuan pada kolom nomor, kode barang, nama barang, 

merk/ spesifikasi/ukuran, satuan dan harga satuan, setelah 

nomor urut 15 ditambahkan nomor urut 6, dan kode barang 

9.1.2.25.04.01.001.00056 ditambahkan 1 (satu) kode barang 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

KODE NAMA 
MERK/ 

HARGA 
NO 

HARANG HARANG 
SPESIFIKASI/ SATUAN 

SATUAN 
UKURAN 

1 2 3 4 5 6 

16. 9.1.2.25. Honorarium Petugas Orang/ 1.000.000 

04.01.00 Petugas Puskesmas Bulan 
1.00064 Surveilans 

/ Pengolah 
DataCovid-

19 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 

Diundangkan di Tuban 
pada tanggal 6 Mei,,2021 

SEKRETARIS DAERAH 

PATEN TUBAN, 

Ditetapkan di Tuban 
pada t ggal 6 Mei 2021 

BUPA TUBo/ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 25 


